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                                                               BAB II 

                                                    BAHAN RUJUKAN 

 

2.1    Akuntansi  

2.1.1 Pengertian Akuntansi  

American Acounting Association (AAA) adalah lembaga yang bergerak dalam 

melakukan riset, pengembangan dan pengajaran akuntansi di Amerika Serikat. 

Lembaga ini mendefinisikan bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian,        

pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya  

penilaian - penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pengguna informasi 

tersebut.Dengan begitu berarti akuntansi dilihat dalam fungsinya untuk menganalisa 

data keungan yang kemudian berguna dipakai ketika hendak melakukan sebuah 

pengambilan keputusan. 

Akuntansi sebagai suatu sistem atau teknik untuk mengukur dan mengelola 

transaksi keuangan dan menyajikan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk 

informasi kepada pihak-pihak intern dan ekstern perusahaan.Pihak ekstern disini 

terdiri dari investor, kreditur pemerintah, serikat buruh dan lain-lain. Dengan 

demikian bisa dapat disimpulkan bahwa  akuntansi itu adalah sebuah teknik 

mengukur dan mengolah transaksi yang kemudian disajikan dalam sebuah informasi 

untuk disajikan pada pihak-pihak yang berkepentingan (Suparwato,2007). 

Akuntansi adalah suatu body of knowledge serta fungsi organisasi yang secara 

sistematik, autentik dan orisinal, mencatat, mengklasifikasikan, memproses, 

mengikhtisarkan, menganalisis, menginterprestasikan seluruh transaksi dan kejadian 

serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasi entitas akuntansi dalam rangka 

menyediakan informasi yang berarti dibutuhkan manajemen sebagai laporan dan 

pertanggung jawaban atas kepercayaan yang diterimanya (Grady Paul,2005).
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Pengertian Akuntansi Menurut Charles T. Horngren, dan Walter T.Harrison 

(Horngren Harrison,2007:4) menyatakan bahwa: 

“Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data 

menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil 

keputusan”. 

Widjaya Tunggal,2009 menjelaskan bahwa Akuntansi sering kali dinyatakan 

sebagai bahasa perusahaan (language of business) yang berguna untuk memberikan 

informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi ini 

merupakan data yang disajikan/diperoleh perusahaan yang bersifat keuangan dan 

dinyatakan dalam istilah-istilah moneter. 

Menurut Agus Mahfudz dan Sri Nur Mulyani (2009:136) adalah  sebagai berikut : 

“ Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan 

informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penelitian dan pengambilan 

keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak- pihak yang menggunakan informasi 

keuangan tersebut”. 

Sebagai suatu disiplin pengetahuan, akuntansi sebenarnya bukan merupakan 

pengetahuan yang berdiri sendiri, tetapi lebih merupakan gabungan dari berbagai 

disiplin pengetahuan lainnya. Sebagai contoh, akuntansi mendasarkan diri pada 

ekonomika karena data akuntansi berasal dari harga atau nilai yang merupakan hasil 

pengukuran ekonomika. Dalam pemilihan model akuntansi yang akan diaplikasikan 

dalam suau Negara, perlu dipertimbangkan mengenai factor-faktor moral, poltik, dan 

perilaku manusia. Jadi, akuntansi juga mendasarkan diri pada ilmu sosial, politik, dan 

psikologi. 

Ditinjau dari beberapa definisi tersebut, akuntansi dipandang sebagai suatu 

proses, seni dan seperangkat pengetahuan yang pada dasarnya mengarah pada suatu 

aktivitas atau kegiatan dalam akuntansi itu sendiri. Karena itu, pengertian akuntansi 

tersebut menjadi suatu proses, seni, atau seperangkat pengetahuan yang digunakan 

untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam bidang tersendiri yang meliputi kegiatan 

pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan atas suatu kejadian atau 
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transaksi keuangan dalam perusahaan yang kemudian menjadi dasar pengambilan 

keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.  

Pengertian akuntansi bukan hanya sebagai suatu proses, seni, dan seperangkat 

pengetahuan, tetapi ada juga beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian akuntansi 

dapat ditinjau dari beebrapa aspek, yaitu (1) Akuntansi sebagai sebuah ideology, (2) 

akuntansi sebagai bahasa, (3) akuntansi sebagai catatan historis, (4) akuntansi sebagai 

realitas ekonomi saat ini, (5) akuntansi sebagai sistem informasi, (6) akuntansi 

sebagai komoditir, (7) akuntansi sebagai sistem pertanggung jawaban dan (8) 

akuntansi sebagai teknologi.  

2.1.2 Fungsi dan Pengguna Informasi Akuntansi  

Fungsi utama akuntansi adalah sebagai informasi keuangan suatu organisasi 

atau perusahaan. Dari laporan akuntansi kita bisa melihat posisi keuangan suatu 

organisasi atau perusahaan beserta perubahan yang terjadi di dalamnya. Akuntansi 

dibuat secara kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan 

sangat dibutuhkan khususnya oleh pihak manajer / manajeman perusahaan untuk 

membantu membuat keputusan suatu organisasi atau perusahaan. 

Menurut Horngren, Harrison, Bamber (2006:10) para pengguna informasi 

akuntansi adalah: 

a. Individu : Para individu menggunakan informasi akuntansi untuk mengelola 

rekening bank, mengevaluasi prospek pekerjaan baru, dan memutuskan apakah 

akan menyewa atau membeli sebuah rumah. 

b. Pebisnis : Para manajer menggunakan informasi akuntansi untuk menyusun 

sasaran organisasi mereka. Akuntansi menyediakan informasi untuk membuat 

keputusan-keputusan tersebut. 

c. Investor : Untuk memutuskan apakah akan melakukan investasi,  seseorang 

memperkirakan jumlah pendapatan atas investasi tersebut. Hal ini berarti 

menganalisis laporan keuangan dan mengikuti perkembangan perusahaan. 



10 
 

 
 

d. Kreditor : Sebelum memberikan pinjaman uang, suatu bank melakukan evaluasi 

kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran. Evaluasi  ini mencakup 

laporan atas posisi keuangan peminjam dan proyeksi penghasilan. 

e. Badan Regulasi Pemerintah : Sebagian besar organisasi menghadapi regulasi 

pemerintah yang mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk mengungkapkan 

laporan keuangan mereka kepada publik. 

f. Dinas Pajak : Pajak penghasilan digambarkan dengan informasi akuntansi. Pajak 

penjualan tergantung pada penjualan perusahaan. 

g. Organisasi Nirlaba : Organisasi nirlaba menggunakan informasi akuntansi untuk 

menjalankan kegiatan operasionalnya. 

2.1.3  Pembagian Bidang Akuntansi 

Akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan yang bersifat teknologi. Ketika 

pengetahuan tersebut dipraktikan dalam suatu lingkungan untuk mencapai tujuan 

pelaporan tertentu, maka terbentuklah apa yang disebut struktur akuntansi, yang 

menggambarkan luas lingkup akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan serta yang 

mengaitkannya dengan praktik dan profesi akuntansi. Perangkat pengetahuan 

akuntansi terus berkembang mengikuti kemajuan ekonomi serta teknologi dan 

informasi, sehingga materi-materi yang dipelajari dalam bidang studi akuntansi 

mencakup beberapa hal.    

Hal ini disebabkan karena dalam kehidupan bisnis memerlukan konsentrasi atau 

spesialisasi dari setiap akuntan. Bidang spesialisasi akuntansi dibagi menjadi dua 

yaitu Akuntasi Keuangan yang menyajikan laporan keuangan bagi pihak eksternal 

dan Akuntansi manajemen yang menghasilkan laporan keuangan maupun non 

keuangan bagi pihak manajemen atau internal untuk membantu membuat sebuah  

keputusan perusahaan. 

Menurut Horngren, Harrison, Bamber (2006:10) akuntansi dapat dibagi menjadi dua 

bidang, yaitu: 
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1. Akuntansi Keuangan : Menyediakan informasi bagi pihak diluar perusahaan, 

seperti pihak yang memberikan pinjaman. 

2. Akuntansi Manajemen : Menekankan pada informasi bagi para pembuat keputusan 

internal, seperti eksekutif perusahaan. 

 Menurut Warren, Reeve, Fess (2006:15) bidang spesialisasi akuntansi dibagi menjadi 

dua, yaitu: 

1. Akuntansi Keuangan : Terutama berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan data 

serta kegiatan ekonomi perusahaan. 

2. Akuntansi Manajemen : Menggunakan baik akuntansi keuangan maupun data 

yang diestimasi untuk membantu manajemen dalam menjalankan operasi 

perusahaan sehari-hari dan merencanakan masa depan operasi. 

Menurut buku ruang lingkup akuntansi, menyatakan bahwa bidang studi akuntansi 

mencakup hal-hal sebagai berikut :  

a. Akuntansi Keuangan 

Bidang akuntansi keuangan membahas prinsip, standar, metode dan prosedur 

akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak 

diluar perusahaan. 

b. Akuntansi Biaya  

Bidang akuntansi biaya berfokus pada masalah penetapan dan pengendalian 

biaya,terutama yang berhubungan dengan biaya produksi dan khususnya dalam 

perusahaan manufaktur (perusahaan industri) 

c. Akuntansi Manajemen 

Bidang akuntansi manajemen lebih berfokus pada pemanfaatan data akuntansi 

untuk pengambilan keputusan dan pengendalian operasi perusahaan keseluruhan. 

d. Auditing 

Bidang ini membahas prinsip, prosedur, dan teknik pengauditan dalam rangka 

menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip 

Akuntansi Berterima Umum (PABU). 
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e. Sistem Akuntansi 

Bidang ini membahas mengenai perancangan, pencatatan, dan pengelolaan data 

agar laporan keuangan dapat disusun serta disajikan dengan cepat, akurat dan 

efisien.  

f. Akuntansi Pajak 

Bidang ini membahas mengenai tansaksi penting perusahaan dan berbagai 

peraturan perpajakan yang bersangkutan serta pengaruh peraturan terebut terhadap 

laporan keuangan, khususnya terhadap penentuan besarnya laba perusahaan.  

g. Manajemen Biaya 

Manajemen biaya berfokus pada pengukuran aktivitas dan objek-objek strategic 

dalam pengambilan keputusan strategik untuk mencapai keunggulan kompetitif. 

Objek-objek strategik yang dibahas dalam bidang ini di antaranya adalah kualitas 

dan rantai nilai. 

h. Sistem Pengendalian Manajemen 

Bidang ini membahas perancangan sistem dan  proses untuk memotivasi para 

manajer divisi agar memaksimumkan kepentingan divsinya sembari 

memaksimumkan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. 

h. Akuntansi Pemerintah dan Akuntansi Lembaga Non-Profit 

Akuntansi pemerintah dan juga akuntansi lembaga-lembaga non profit lainnya 

menghususkan diri pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit 

pemerintah serta organisasi non profit lainnya. 

i. Akuntansi Sosial 

Bidang ini berfokus pada masalah penggunaan pada dana-dana kesejahteraan 

sosial dalam masyarakat.       

j. Teori Akuntansi 

Bidang ini membahas konsep dan penalaran yang menjelaskan mengapa prinsip 

atau standar akuntasi tertentu dipilih serta membahas berbagai aspek perekayasaan 

akuntansi untuk menghasilkan kerangka konseptual. 
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2.1.4 Konsep-Konsep Dalam Penyusunan Laporan Keuangan  

Penyusunan laporan keuangan harus menggunakan konsep-konsep dasar 

laporan keuangan, sehingga menjamin adanya keragaman penyajian dalam 

interpretasi atas laporan keuangan untu pihak eksternal atau diluar manajemen. 

Konsep-konsep itu adalah sebagai berikut : 

a. Konsep entitas usaha (Business Entity Principle) 

Konsep ini menghendaki pemisahan secara tegas antara perusahaan dengan 

pemilik. Untuk perusahaan perseorangan dan usaha bersama hendaknya 

dibuat suatu pos yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan perusahaan, 

seperti rekening prive (Pengambilan Pribadi). Pemindahan harta dari 

perusahaan ke pemilik harus melalui transaksi pembagian laba. 

b. Konsep kelangsungan Hidup (Continuity Principle) 

Konsep ini menghendaki adanya dasar pemikiran bahwa suatu perusahaan 

didirikan untuk jangka waktu tak terbatas. 

c. Konsep dasar keuangan (Monetery Principle) 

Konsep ini menghendaki agar penyusunan laporan keuangan menggunakan 

kesatuan unit pelaporan (Unit keuangan setempat yaitu rupiah, dollar dan 

sebagainya) sehingga ada kesatuan pemahaman dari pembaca laporan 

keuangan. 

d. Konsep realisasi penghasilan (Revenue Realization Principle) 

Konsep ini menyatakan bahwa realisasi penghasilan adalah ketika adanya 

penjualan atau penyerahan jasa, bukan saat pembayaran. 

e. Konsep harga pokok (Cost Principle) 

Konsep ini menghendaki adanya pengukuran asset sebesar nilai perolehan 

awal (historical cost) dan pengakuan kewajiban sebesar nilai yang harus 

dibayar ketika jatuh tempo. 

f. Konsep membandingkan antara penghasilan dan biaya (Matching Principle) 

Konsep ini menghendaki adanya ketetapan dalam menandingkan penghasilan 

satu periode buku dengan biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut. 
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Penghasilan yang melebihi satu periode tidak diperkenankan untuk 

ditandingkan dengan biaya yang melebihi satu periode. 

g.   Konsep tidak memihak/objektivitas (Objectivity Principle) 

Konsep ini menghendaki bahwa semua pos yang dicantumkan dalam laporan 

keuangan harus didukung oleh bukti-bukti yang objektif (bukti yang dapat 

diterima kebenarannya). 

h.   Konsep konsistensi (Consistency Principle) 

Konsep ini menghendaki penggunaan metode-metode secara tepat dari satu 

period eke periode selanjutnya. Jika terpaksa diadakan perubahan untuk 

memberi manfaat pada laporan keuangan,maka harus diberikan penjelasan 

mengenai pengaruhnya terhadap laporan tersebut. 

i.   Konsep penjelasan/pengungkapan (Declosure Principle) 

Konsep ini menghendaki agar laporan keuangan mencakup informasi yang 

diperlukan untuk penyajian yang terbuka,sehingga tidak membuat pembaca 

keliru menafsir laporan keuangan tersebut. 

j.   Konsep Materialitas (Materiality Principle) 

Materialitas merupakan pelengkap dari konsep penjelasan. Dalam konsep ini 

dikehendaki bahwa hal-hal yang material (dipandang berbobot), baik jumlah 

maupun keadaannya, memerlukan penjelasan ang memadai. 

k.   Konsep hati-hati (Conservatism Principle ) 

Dalam laporan keuangan tidak diperkenankan menunjukan aset di atas harga 

pokoknya,demikian juga kewajiban. Konsep ini menghendaki kecenderungan 

minimalisasi pencantuman modal, yaitu dengan menerapkan laba atau 

penghasilan tidak bias diakui sebelum direalisasi,sedangkan rugi/kewajiban 

harus diakui begitu bisa diperkirakan. 
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2.2    Gaji  

2.2.1  Pengertian Gaji  

Masalah gaji atau upah tidak bisa dilepaskan dari tenaga kerja dimana upah,gaji 

dan tenaga kerja saling berhubungan satu sama lain. Gaji meruapakan salah satu hal 

yang penting bagi setiap karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan, karena 

dengan gaji yang diperoleh seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Gaji 

adalah suatu bentuk pembayaran periodik dari seorang atasan (pemilik perusahaan 

atau pemberi kerja) pada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. 

Menurut UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN bahwa : 

“Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja ditetapkan dan dibayar menurut 

suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan, termasuk 

tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah 

atau akan dilakukan.” 

Hasibuan (2008:16) menyatakan bahwa : “Gaji adalah balas jasa yang dibayar 

secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti”. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Handoko (2009:8), bahwa “Gaji adalah pemberian 

pembayaran finansial kepada karyawan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang 

dilaksanakan dan sebagai motivasi pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang”. 

Selain pernyataan Hasibuan dan Handoko, ada pernyataan lainnya mengenai gaji dari 

Hariandja (2009:9), yaitu “Gaji merupakan salah satu unsur yang penting yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan, sebab gaji  adalah alat untuk memenuhi  berbagai  

kebutuhan  pegawai,  sehingga  dengan  gaji yang diberikan pegawai akan termotivasi 

untuk bekerja lebih giat”. 

Mathis dan Lackson (2002:19) mengemukakan bahwa Gaji  adalah  suatu 

bentuk kompensasi yang dikaitkan dengan kinerja individu, kelompok ataupun 

kinerja organisasi. 
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Teori yang lain dikemukakan oleh Sastro Hadiwiryo (2009:5), yaitu :  Gaji 

dapat berperan dalam meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih efektif, 

meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas dalam perusahaan, serta  

mengimbangi  kekurangan  dan  keterlibatan  komitmen  yang  menjadi  ciri angkatan 

kerja masa kini. Perusahaan yang tergolong modern, saat ini banyak mengaitkan gaji 

dengan kinerja. Pernyataan di atas juga didukung oleh pendapat Mathis dan Lackson 

(2002:19), “Gaji adalah suatu bentuk kompensasi yang dikaitkan dengan kinerja 

individu, kelompok ataupun kinerja organisasi”. 

Dari sudut pandang pelaksanaan bisnis, gaji dapat dianggap sebagai biaya yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sumber daya manusia untuk menjalankan operasi dan 

oleh karena itu disebut dengan biaya personel atau biaya gaji. Dalam akuntansi, gaji 

dicatat dalam akun gaji. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa upah atau gaji adalah 

suatu imbalan yang diterima oleh pekerja atas jasa yang diberikan kepada perusahaan 

baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan 

uang yang sudah ditentukan sebelumnya dan diterima secara teratur. 

2.2.2  Prinsip dan Tujuan Penggajian  

Gaji yang diberikan kepada karyawan pada dasarnya harus memenuhi beberapa 

kriteria. Hal ini dimaksudkan agar gaji yang diberikan sesuai dengan tanggung jawab 

karyawan sesuai dengan beban pekerjaannya.  

Menurut Drs. Moekijat,2008 dalam bukunya Administrasi gaji dan Upah 

menyebutkan beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pemberian gaji dan 

upah yaitu sebagai berikut :  

1. Upah itu harus adil  

Besarnya upah yang diberikan kepada karyawan harus disesuaikan dengan prestasi 

kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerjaan dan 

memenuhi persyaratan internal konsistensi. 
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2. Upah yang diberikan harus layak dan wajar 

Upah yang diberikan harus sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya, 

maksudnya jika biaya hidup minimal karyawan secara umum perhar Rp.1.500,- 

maka upah yang diberikan harus sama/lebih dari biaya perhari. 

3. Upah harus memenuhi kebutuhan minimal 

Artinya upah yang diberikan harus dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup 

karyawan beserta keluarganya, minimal kebutuhan pokok karyawan harus 

terpenuhi untuk kelangsungan hidupnya.  

4. Upah harus dapat meningkat 

Besarnya upah harus diusahakan sedemikian rupa, hal ini penting untuk 

menghindari pindahnya karyawan ke perusahaan lain, karena perusahaan ini 

memberikan upahnya lebih tinggi, terutama kepada karyawan yang berprestasi, 

tetapi tidak berarti upah yang perusahaan berikan harus lebih tinggi atau sama 

dengan perusahaan lain sebab keterkaitan karyawan tidak semata-mata ditentukan 

oleh upah, meskipun harus diakui bahwa upah sangat besar pengaruhnya.  

5. Upah tidak boleh bersifat statis  

Maksudnya bahwa upah yang diberikan perusahaan harus ditinjau kembali secara 

bertahap. Hal ini penting karena adanya beberapa faktor yang terjadi pada upah 

yang diberikan, yaitu :  

a. Perubahan tingat penduduk  

b. Perubahan UU/Peraturan tentang besarnya gaji dan upah  

c. Perubahan tingkat gaji dan upah yang diberikan perusahaan lain 

Menurut Hasibuan (2009:10) tujuan penggajian, antara lain : 

1. Ikatan kerja sama 

Dengan pemberian gaji terjalinlah ikatan kerja sama formal antara majikan dengan 

karyawan.Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan 

pengusaha atau majikan wajib membayar gaji sesuai dengan perjanjian yang 

disepakati. 
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2. Kepuasan kerja 

Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan- kebutuhan fisik, 

status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari 

jabatannya. 

3. Pengadaan efektif 

Jika program gaji ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang qualified 

untuk perusahaan akan lebih mudah. 

4. Motivasi 

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi 

bawahannya. 

5. Stabilitas karyawan 

Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi 

yang kompentatif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif 

kecil. 

6. Disiplin 

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan semakin 

baik. Karyawan akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. 

7. Pengaruh serikat buruh 

Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan 

dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaan. 

8. Pengaruh pemerintah. 

Jika program gaji sesuai dengan undang-undang yang berlaku (seperti batas gaji 

minimum) maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. 

2.2.3 Dasar-Dasar Penetapan Gaji  

Untuk mendapatkan tingginya gaji harus dibayarkan kepada para karyawan, 

faktor yang perlu mendapatkan perhatian adalah tingkat gaji pada perusahaan-

perusahaan sejenis. Setiap perusahaan mengikuti pembayaran gaji sesuai dengan 

tingkat upah umum, karena merupakan suatu kebijakan yang baik dalam menetapkan 
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gaji.Perusahaan secara periodik mengadakan survei penetapan gaji pada perusahaan 

sejenis baik lokal maupu interlokal.  

 Selain dari pada tingkah upah umum, harus diperhatikan pula adanya 

suatu keadilan dalam memberikan upah pada masing-masing pekerja. Hal ini 

terutama disebabkan karena pada umumnya pekerja menganggap perbedaan upah 

merupakan suatu tanda status sosial dalam perusahaan dimana mereka bekerja.  

 Drs.M.Manulang,2005 dalam bukunya dasar-dasar manajemen,hal 124 

disebutkan adanya beberpa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam penetapan 

gaji , yaitu :  

1. Pendidikan  

2. Pengalaman  

3. Tanggungan  

4. Kemampuan Perusahaan  

5. Keadaan Ekonomi  

6. Kondisi Pekerjaan  

7. Peraturan Pemerintah   

Selain faktor – faktor yang telah disebutkan diatas, penentuan besarnya gaji 

juga dipengaruhi oleh kebijaksanaan gaji. Dimana kebijaksanaan ini dapat 

menghindari terjadinya persaingan gaji yang tajam baik antara perusahaan sejenis 

maupun perusahaan yang berbeda.  

Namun kebijaksanaan gaji ini mempunyai kelemahan, yaitu meskipun 

perusahaan mampu membayar gaji yang lebih tinggi, tetapi mengambil keputusan 

untuk membayar gaji pada tingkat upah minimum. Selain dari pada itu, kebijaksanaan 

gaji ini mempunyai kelebihan-kelebihan yaitu perusahaan dapat mempertahankan 

tingkat upah untuk tingkat waktu tertentu.  

2.2.4 Fungsi Penggajian 

Fungsi gaji bukan hanya membantu manajer personalia dalam menentukan gaji 

yang adil dan layak saja, tetapi masih ada fungsi-fungsi yang lain, yaitu : 
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1.Untuk menarik pekerja yang mempunyai kemampuan ke dalam  organisasi. 

2.Untuk mendorong pekerja agar menunjukkan prestasi yang tinggi. 

3.Untuk memelihara prestasi pekerja selama periode yang panjang. 

2.2.5 Penggajian (imbalan kerja) Menurut PSAK 24 (revisi 2013) 

2.2.5.1  PSAK No. 24 (revisi 2013) Mengenai Imbalan Kerja 

Menurut buku yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan 

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) bahwa : PSAK 24 (Revisi 2013) tentang Imbalan 

Kerja telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 

19 Desember 2013. PSAK 24 (Revisi 2013) menggantikan PSAK 24 (Revisi 2010) 

tentang Imbalan Kerja yang telah dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2010. 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 24 (Revisi 2013)  

Imbalan Kerja terdiri dari paragraf 01-174 (dalam buku PSAK  24 yang dikeluarkan 

oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (IAI).Seluruh paragraf tersebut memiliki 

kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring 

mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 24 harus dibaca dalam konteks tujuan 

pengaturan dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. 

PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan 

memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak 

ada panduan yang eksplisit. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur 

yang tidak material. 

2.2.5.2  Tujuan PSAK No. 24 (Revisi 2013) 

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan 

kerja. Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengakui : 

a. Liabilitas ketika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh 

imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan, dan 

b. Beban ketika entitas menikmati manfaat ekonomik yang dihasilkan dari jasa yang 

diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja. 
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2.2.5.3  Ruang Lingkup PSAK No. 24 (Revisi 2013) 

Pernyataan ini diterapkan oleh pemberi kerja untuk akuntansi seluruh imbalan 

kerja, kecuali hal-hal yang telah diatur dalam PSAK 53 : Pembayaran berbasis 

saham. 

Pernyataan ini tidak mengatur pelaporan oleh program imbalan kerja (lihat 

PSAK No. 18 (Akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya ). 

Pernyataan ini diterapkan untuk seluruh imbalan kerja, termasuk yang diberikan : 

a. Melalui program formal atau perjanjian formal lain antar entitas dan pekerja 

individual, serikat pekerja, atau perwakilan pekerja, 

b. Melalui peraturan perundang-undangan atau peraturan industri yang mana entitas 

diwajibkan untuk ikut serta pada program nasional, industri, atau program multi 

pemberi kerja lain, atau 

c. Oleh praktik informal yang menimbulkan kewajiban konstruktif. Praktik informal 

akan menimbulkan kewajiban konstruktif jika entitas tidak memiliki alternatif 

realistis selain membayar imbalan kerja. Contoh kewajiban konstruktif adalah 

dimana perubahan kebiasaan entitas akan menyebabkan rusaknya hubungan 

dengan pekerja yang tidak dapat diterima. 

Imbalan kerja mencakup : 

a. Imbalan kerja jangka pendek, seperti upah, gaji, iuran jaminan sosial, cuti 

tahunan, cuti sakit, bagi laba dan bonus (jika terutang dalam waktu dua belas 

bulan pada akhir periode pelaporan), dan imbalan nonmoneter (seperti imbalan 

kesehatan, rumah, mobil, dan barang atau jasa yang diberikan secara cuma-cuma 

atau melalui subsidi) untuk pekerja saat ini, 

b. Imbalan pascakerja, seperti pensiun, imbalan pensiun lain, asuransi jiwa 

paskakerja, dan imbalan kesehatan paskakerja, 

c. Imbalan kerja jangka panjang lain, termasuk cuti besar, cuti hari raya, 

penghargaan masa kerja atau imbalan jasa jangka panjang lain, imbalan cacat 

permanen, dan jika terutang seluruhnya dalam waktu dua belas bulan setelah 
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akhir periode pelaporan, bagi laba, bonus, dan kompensasi yang ditangguhkan, 

dan 

d. Pesangon Pemutusan kontrak kerja (PKK), karena setiap kategori yang 

dijelaskan pada poin (1) sampai (4) di atas memiliki karakteristik yang berbeda. 

Pernyataan ini menetapkan aturan yang terpisah untuk setiap kategori. 

Imbalan kerja meliputi imbalan yang diberikan kepada  pekerja  atau 

tanggungannya dan dapat diselesaikan dengan pembayaran (atau dengan penyediaan 

barang atau jasa), baik secara langsung kepada pekerja, suami/istri mereka, anak-anak 

atau tanggungan lain, atau kepada pihak  lain, seperti perusahaan asuransi. 

Pekerja dapat memberikan jasanya kepada entitas secara penuh, paruh waktu, 

permanen, atau sistem kontrak. Untuk memenuhi tujuan Pernyataan ini, yang 

dimaksud dengan pekerja adalah seluruh pekerja, termasuk direktur dan personil 

manajemen lain. 

Menurut buku yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan 

Ikatan Akuntansi Indonesia berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 (revisi 2014) : 

a. Imbalan kerja, adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan entitas dalam 

pertukaran atau jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk terminasi kontrak 

kerja 

b. Imbalan kerja jangka panjang lain adalah seluruh imbalan kerja selain imbalan 

kerja jangka pendek,imbalan pasca kerja, dan pesangon.  

c. Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja (selain  dari  pesangon) yang 

diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah akhir 

periode pelaporan tahunan dimana pekerja memberikan jasa terkait. 

d. Imbalan paskakerja adalah imbalan kerja (selain dari pesangon) yang terutang 

setelah pekerja menyelesaikan kontrak kerja. 

e. Pesangon adalah imbalan yang diberikan dalam pertukaran atas terminasi 

perjanjian kerja dengan pekerja sebagai akibat dari keputusan entitas untuk 
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memberhentikan pekerja sebelum usia purnakarya normal atau keputusan pekerja 

menerima tawaran imbalan sebagai pertukaran atau terminasi perjanjian kerja. 

Definisi Terkait dengan Klasifikasi Program   

a. Program imbalan paskakerja adalah pengaturan formal atau informal dimana 

entitas memberikan imbalan paskakerja bagi satu atau lebih pekerja. 

b. Program iuran pasti adalah program imbalan paskakerja dimana entitas membayar 

iuran tetap kepada entitas terpisah (dana) dan tidak memiliki kewajiban hukum 

atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana tersebut 

tidak memiliki asset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait 

dengan jasa yang diberikan oleh pekerja pada periode berjalan dan periode 

sebelumnya. 

c. Program imbalan pasti adalah program imbalan paskakerja yang bukan merupakan 

program iuran pasti. 

d. Program multipemberi kerja adalah program iuran pasti atau program imbalan 

pasti (selain program nasional jaminan sosial) yang menyatukan aset yang 

dikontribusi dari beberapa entitas yang tidak sepengendali, dan menggunakan aset 

tersebut untuk memberikan imbalan kepada  para pekerja dari lebih atau satu 

entitas, dengan dasar bahwa  tingkat iuran dan imbalan ditentukan tanpa 

memperlihatkan identitas entitas yang mempekerjakan para pekerja tersebut 

Definisi Terkait dengan Liabilitas (Aset) Imbalan Pasti Neto   

a. Aset program terdiri atas :  

1. Aset yang dimiliki oleh dana imbalan kerja jangka panjang, dan 

2. Polis asuransi yang memenuhi syarat. 

b. Aset yang dimiliki oleh dana imbalan kerja jangka panjang adalah  aset (selain 

instrument keuangan terbitan entitas pelapor yang tidak dapat dialihkan) yang : 
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1. Dimiliki oleh entitas (dana) yang terpisah secara hukum dari  entitas pelapor 

dan didirikan semata-mata untuk membayar atau mendanai imbalan kerja, 

dan 

2. Tersedia hanya digunakan untuk membayar atau mendanai imbalan kerja, 

tidak dapat digunakan untuk membayar utang entitas pelapor (walaupun 

dalam keadaan bangkrut), dan tidak dapat dikembalikan kepada entitas, 

kecuali dalam keadaan : aset dana berlebih untuk memenuhi seluruh 

kewajiban imbalan kerja terkait program atau entitas pelapor, atau aset 

dikembalikan kepada entitas pelapor  untuk mengganti imbalan kerja yang 

telah dibayarkan oleh entitas. 

c. Polis asuransi yang memenuhi syarat adalah polis asuransi yang dikeluarkan oleh 

pihak asuransi yang tidak memiliki hubungan istimewa (seperti yang dijelaskan 

dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi) dengan entitas pelapor, jika 

hasil polis tersebut : 

1. Digunakan hanya untuk membayar atau mendanai imbalan kerja dalam 

program imbalan pasti, dan 

2. Tidak dapat digunakan untuk membayar utang entitas pelapor (walaupun 

dalam keadaan bangkrut), dan tidak dapat dikembalikan kepada entitas 

pelapor, kecuali dalam keadaan : hasil polis mencerminkan surplus aset yang 

tidak digunakan untuk  memenuhi seluruh kewajiban imbalan kerja, atau 

hasil polis dikembalikan ke entitas untuk mengganti imbalan kerja yang 

telah dibayarkan oleh entitas. 

d. Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas 

diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan 

transaksi wajar. 

e. Imbalan hasil aset program adalah bunga, dividen, dan pendapatan lain yang 

berasal dari aset program, termasuk keuntungan atau kerugian aset program yang 

telah atau belum direalisasi, dikuragi biaya administrasi program (tidak termasuk 
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biaya administrasi dalam asuransi aktuarial yang digunakan untuk mengukur 

kewajiban imbalan pasti) dan dikurangi pajak terutang program tersebut. 

f. Keuntungan dan kerugian aktuarial terdiri atas penyesuaian akibat perbedaan antara 

asumsi aktuarial dan kenyataan pengaruh perubahan asumsi aktuarial. 

g. Biaya jasa lalu adalah perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa 

pekerja pada periode-periode lalu, yang berdampak terhadap periode berjalan 

akibat penerapan awal atau perubahan terhadap imbalan pascakerja atau imbalan 

kerja jangka panjang lain. Biaya jasa lalu dapat bernilai positif (ketika imbalan 

diadakan atau diubah sehingga nilai kini kewajiban imbalan pasti meningkat) atau 

negatif (ketika imbalan yang ada diubah sehingga nilai kini kewajiban imbalan 

pasti menurun). 

h. Kewajiban konstrukif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas yang 

dalam hal ini : 

1. Berdasarkan praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasi atau 

pernyataan baru yang cukup spesifik, entitas  telah memberikan indikasi 

kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu, 

dan 

2. Akibatnya, entitas telah menimbulkan ekspektasi valid kepada pihak lain 

bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. 

Penelitian ini akan membahas salah satu dari keempat jenis imbalan kerja di 

atas, yaitu imbalan kerja jangka pendek.Pembatasan masalah dilakukan karena 

keterbatasan-keterbatasan diantaranya, untuk menghindari pembahasan yang terlalu 

luas dikarenakan jenis imbalan kerja yang banyak,adanya keterbatasan waktu dalam 

melakukan penelitian ini,kurang cukupnya data yang membuat penulis sulit untuk 

mengolah data terkait imbalan kerja lainnya. 

2.3    Akuntansi Penggajian 

Akuntansi peggajian bukan hanya pembayaran gaji atau upah saja, tetapi juga 

data pajak untuk setiap karyawan, serta data kinerja karyawan yang nantinya bisa saja 
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mempengaruhi besarnya tunjangan atau bonus yang diberikan. Semakin bagus kinerja 

karyawan, maka semakin besar pula tunjangan atau bonus yang diberikan. Kinerja 

untuk karyawan bisa dinilai dari kehadiran dan kedisiplinan, hasil kerja karyawan, 

pencapaian target individu dan kontribusi tiap individu terhadap perusahaan. 

Seluruh penghasilan yang diterima oleh karyawan adalah termasuk gaji, 

sedangkan pendapatan yang diterima perorangan yang bukan karyawan perusahaan 

bukan termasuk gaji tapi dinamakan honor. Honor diberikan kepada seseorang yang 

memberikan jasa kepada perusahaan, contohnya dokter, akuntan, teknisi, dan lain 

sebagainya. 

Sering kali biaya gaji untuk karyawan jumlahnya sangat besar bila 

dibandingkan dengan jenis biaya lain, apalagi jika perusahaan termasuk perusahaan 

besar yang mempekerjakan ribuan orang. Selain gaji, perusahaan biasanya juga 

memberikan berbagai tambahan seperti tunjangan kesehatan, tunjangan asuransi, 

uang transport, dan lain-lain. 

Komponen gaji tiap perusahaan pun berbeda-beda. Ada yang menggunakan 

komponen jam kerja, yang dimana setiap karyawan  yang tidak hadir untuk bekerja 

akan dilakukan pemotogan gaji, begitu juga sebaliknya walaupun tidak hadir untuk 

bekeja tetapi tidak dilakukan pemotongan gaji. Secara umum, perhitungan gaji adalah 

gaji pokok ditambah (+) tunjangan-tunjangan, bonus, dan uang lembur dikurangi (-) 

potongan-potongan. 

Dengan begitu banyaknya karyawan yang harus di urus, dan gaji serta 

tambahan-tambahan lain yang harus dihitung untuk setiap karyawan maka perlu 

dibentuk sebuah administrasi tersendiri untuk mengurusi penggajian karyawan ini, 

agar kesalahan dalam hal perhitungan bisa dikurangi dan pengawasan terhadap 

penggajian dapat lebih mudah dilakukan. 

Siklus penggajian merupakan aktivitas perusahaan yang berlangsung  secara 

terus-menerus dan berhubungan dengan pemrosesan data yang dihasilkan untuk 

membiayai para pegawai. Aktivitas perusahaan tersebut mencakup rekruitmen, 
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pelatihan, persetujuan pemberian kompensasi, evaluasi, dan pemberhentian 

karyawan. 

Persiapan dalam pembayaran gaji mencakup tiga hal sebagai berikut : 

1. Perhitungan gaji setiap karyawan. 

2. Perhitungan gaji bersih yang akan diterima, dengan cara mengurangkan gaji kotor 

dengan pengurangan-pengurangan tertentu. 

3. Penerimaan gaji oleh pegawai dan persiapan pembuatan laporan laporan 

pembayaran gaji. 

2.3.1 Dokumen dan Catatan yang Digunakan dalam Pembayaran Gaji 

Dokumen yang digunakan dalam pembayaran gaji pada umumnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Dokumen Pendukung Pembayaran Gaji 

Dokumen-dokumen yang ada pada umumnya dikeluarkan oleh fungsi 

personalia adalah berupa surat-surat keputusan yang berhubungan dengan 

karyawan, seperti surat pengangkatan pegawai baru, surat  kenaikan 

pangkat, surat pemberhentian sementara atau skorsing, pemutasian, dan lain 

sebagainya. Tindasan dari dokumen-dokumen ini dikirim ke fungsi pembuat 

daftar gaji untuk kepentingan pembuatan dan perhitungan daftar gaji. 

2. Kartu Jam Hadir 

Kartu ini merupakan dokumen yang digunakan oleh  fungsi pencatat waktu 

untuk mencatat waktu kehadiran pegawai dikantor yang dapat berupa daftar 

hadir biasa maupun kartu hadir yang dicap dengan mesin waktu pencatat. 

3. Kartu Jam Kerja 

Merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat waktu yang 

digunakan oleh para tenaga kerja langsung pabrik dalam mengerjakan 

pekerjaannya. Dokumen ini diisi oleh mandor pabrik dan diserahkan kepada 

fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk dibandingkan dengan kartu jam 

hadir, sebelum digunakan untuk dasar distribusi biaya upah langsung 

kepada tiap jenis produk atau pesanan. 
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4. Daftar Gaji dan Upah 

Adalah dokumen yang berisi jumlah gaji dan upah bruto tiap karyawan, 

dikurangi dengan potongan-potongan seperti PPh 21, utang karyawan, iuran 

organisasi, dan lainnya. 

5. Rekap Daftar Gaji dan Upah 

Merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat 

berdasarkan daftar gaji dan upah. Jumlah didalamnya biasanya di total dan 

di bukukan ke dalam buku besar tiap bulannya. 

6. Surat Pernyataan Gaji dan Upah 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan 

dengan pembuatan daftar gaji dan upah dalam kegiatan terpisah. Dokumen 

ini dibuat sebagai catatan bagi tiap pegawai mengenai rincian gaji dan upah 

yang diterimanya beserta berbagai beban yang  berupa potongan-potongan. 

7. Amplop Gaji dan Upah 

Uang gaji dan upah diserahkan kepada tiap karyawan dalam  sebuah amplop 

gaji dan upah. Pada halaman depan amplop gaji dan upah berisi mengenai 

nama, nomor identifikasi, dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan 

dalam bulan tersebut. 

8. Buku Kas Keluar 

Merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi pencatat 

uang kepada fungsi pembayaran gaji didasarkan pada informasi dalam 

daftar gaji. 

9. Jurnal Umum 

Dalam proses pencatatan gaji, jurnal umum digunakan untuk mencatat 

distribusi biaya pegawai tiap departemen dalam perusahaan. 

10. Kartu Penghasil Karyawan 

Kartu ini berupa catatan mengenai penghasilan dan berbagai potongan yang 

diterima setiap karyawan. Informasi dalam kartu penghasilan ini dipakai 

sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang menjadi beban setiap 
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karyawan. Selain itu, kartu ini digunakan sebagai tanda terima gaji dan upah 

karyawan dengan menandatangani kartu tersebut oleh yang bersangkutan. 

2.3.2  Bagian-bagian yang Terlibat Dalam Akuntansi Penggajian 

Bagian-bagian yang terlibat dalam akuntansi penggajian adalah sebagai berikut  

a. Bagian Personalia 

Bagian personalia bertanggung jawab memberikan kesempatan karyawan 

baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan 

baru, membuat surat keputusan tarif gaji karyawan, kenaikan pangkat dan 

golongan gaji mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. 

b. Bagian Pencatat Waktu 

Bagian ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu 

hadir bagi seluruh karyawan perusahaan. Sistem pengendalian yang baik 

mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh 

dilaksanakan oleh fungsi operasi atau fungsi pembuat daftar gaji dan upah. 

c. Bagian Pembuat Daftar Gaji 

Dalam akuntansi penggajian, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk 

mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran 

gaji karyawan. Fungsi akuntansi yang menangani akuntansi penggajian 

berada ditangan bagian utang, bagian kartu biaya, dan bagian jurnal. 

d. Bagian Keuangan 

Bagian ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji 

dan menguangkan cek tersebut kedalam amplop gaji setiap karyawan, 

untuk selanjutnya dibagian kepada karyawan yang berhak. 

2.4    Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM BK)   

Kompetensi merupakan sebuah konsep yang dapat diartikan sebagai kombinasi 

antara ketrampilan ( skills ), atribut personal ( personal’s attribute ) dan pengetahuan 

( knowledge ) yang tercermin melalui perilaku kinerja ( job behaviour ), yang dapat 

diamati, diukur dan dievaluasi.Kompetensi merupakan faktor penentu keberhasilan 
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kinerja.Fokus kompetensi adalah perilaku yang merupakan aplikasi dari ketrampilan, 

atribut personal, dan pengetahuan. 

Latar Belakang  Pemicu utamanya adalah strategi organisasi / perusahaan untuk 

menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat pula (to place the right man on 

the right place ) atau untuk memastikan kualitas karyawan pada posisi yang tepat. 

MSDMBK adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 

dan pengendalian aktivitas tenaga kerja mulai dari rekruitmen sampai dengan pensiun 

di mana proses pengambilan keputusan – keputusannya didasarkan  pada informasi 

kebutuhan kompetensi jabatan dan kompetensi individu untuk mencapai tujuan 

orgaisasi / perusahaan. Tujuannya untuk memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan 

dan sasaran organisasi / perusahaan dengan standart kinerja yang telah ditetapkan. 

 Secara garis besar, ada 2 macam kompetensi, yaitu : 

1. Kompetensi manajerial ( soft competency ): yaitu jenis kompetensi yang berkaitan 

dengan kemampuan untuk mengelola karyawan, dan membangun interaksi dengan 

orang lain. Misal :kemampuan problem solving ( pemecahan masalah ), leadership 

( kepemimpinan ), dan communication ( komunikasi dengan orang lain )dll. 

2. Kompetensi teknis ( hard competency ) : yaitu kompetensi yang berkaitan 

dengan kemampuan fungsional pekerjaan yang berhubungan dengan seluk beluk 

teknis yang berkaitan dengan pekerjaan yang ditekuni. Misal : kemampuan 

marketing ( pemasaran ), electrical, akuntansi dll. 

Adapun beberapa karakteristik  MSDMBK   

a. Berfokus pada organisasi / perusahaan :  

Suatu organisasi  / perusahaan membutuhkan kunci kompetensi, sehingga 

dapat meraih hasil seperti yang diharapkan 

b. Yang terbaik dijadikan referensi : 

Diasumsikan bahwa, karyawan  yang mempunyai kinerja terbaiklah yang 

dijadikan referensi bagi karyawan lainnya. 

c. Kompetensi itu didesain, bukan dikonsultasikan : 
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Organisasi / perusahaan, menginginkan karyawannya dapat mencapai hasil 

seperti yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan standart kompetensi, 

yang dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan training 

(pelatihan). 

Pelaksanakan program MSDMBK harus melalui langkah-langkah pelaksanaan 

sebagai berikut :  

a. Identifikasi posisi. 

b. Analisis pekerjaan dan kegiatan. 

c. Identifikasi secara detail sebagai kebutuhan awal. 

d. Identifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk suatu posisi. 

e. Memprioritaskan kompetensi dengan menggunakan sistim rangking dan 

sistim pembobotan. 

f. Membuat standart kinerja minimum untuk suatu kompetensi. 

g. Mengidentifikasi kandidat yang potensial. 

h. Membandingkan tiap – tiap kandidat dengan menggunakan standart 

kinerja minimum. 

i. Melakukan gap analysis pada tiap – tiap kandidat ( analisis untuk dapat 

mengetahui perbedaan antara kandidat yang satu dengan yang lain )  

dengan menggunakan standart kinerja minimum. 

j. Melakukan triaining untuk rencana pengembangan pada tiap – tiap 

kandidat untuk meng up – grade para kandidat, dalam rangka proses 

pengembangan standart kinerja minimum dan pengembangan karier. 

k. Mendesain sistem monitoring kinerja secara individual maupun secara 

global pada kandidat. 

l. Mengimplementasikan training dan rencana pengembangan pada tiap – 

tiap kandidat. 

m. Mengimplementasikan sistem monitoring pengukuran kinerja. 

n. Memilih the best candidate ( kandidat terbaik ). 
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2.4.1 Kerangka dalam Sistem MSDMBK  

1.Manajemen Kinerja dengan Kinerja Berbasis Kompetensi (SMK)  

Adapun form yang digunakan sebagai pedoman (standar) ukuran kompetensi 

jabatan bagi tim penilai adalah deskripsi kebutuhan level Core Competency dan 

Technical Competency yang dapat disusun secara sederhana namun mencakup semua 

kriteria-kriteria penilaian.Tim penilai yang dibentuk melakukan penilaian kompetensi 

karyawan dengan menggunakan form-form yang telah disepakati bersama. Dengan 

menggunakan form tersebut, diharapkan dapat diukur perbandingan level yang 

dibutuhkan dengan kondisi aktual (kompetensi karyawan). Ukuran perbandingan ini 

lah yang akan menjadi ukuran „gap‟ atau kesenjangan kompetensi. 

Dalam melakukan pengukuran kompetensi jabatan perlu diingat bahwa tim 

harus melakukan koordinasi dan diskusi untuk membangun komunikasi yang baik di 

antara anggota tim.Dengan adanya komunikasi yang baik, maka arah dan tujuan dari 

program penilaian dan pengukuran gap kompetensi jabatan dapat tercapai dengan 

baik.Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan pengukuran 

kompetensi karyawan, yaitu: 

a. Tim membandingkan dengan cermat dan objektif antara kompetensi 

karyawan dengan kompetensi jabatan yang telah ditetapkan dalam Job 

Profile. 

b. Tim melakukan analisis secara bersama terhadap perbedaan antara 

kompetensi karyawan dengan kompetensi jabatan sehingga diketahui dengan 

jelas besar gap (kesenjangannya). 

c. Tim memberikan tanda (penunjuk atau lainnya) pada level kompetensi 

sesuai dari hasil analisis tersebut sehingga dapat terlihat jelas perbedaan 

kompetensi karyawan aktual dengan kompetensi jabatan yang seharusnya 

dipenuhi. 

d. Tim melakukan identifikasi penyebab terjadinya gap (kesenjangan) 

kompetensi karyawan dengan kompetensi jabatan sehingga diperoleh 

informasi penyebab timbulnya kesenjangan dan selanjutnya tim menyusun 
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alternatif-alternatif kepada HRD untuk meningkatkan gap kompetensi 

karyawan tersebut melalui program training, coaching, atau counselling dan 

atau menyusun program mutasi atau promosi apabila gap yang muncul 

ternyata menunjukkan kompetensi karyawan yang berada di atas kompetensi 

jabatannya atau karyawan yang bersangkutan cocok untuk ditempatkan pada 

jabatan lain yang sesuai dengan kompetensinya. 

e. HRD meneruskan hasil pengukuran kompetensi tersebut kepada para 

pimpinan untuk disahkan sebagai acuan dalam penyusunan program 

pembinaan dan pengembangan karir karyawan (IDP dan ICP). 

2.Kompetensi Individu (Soft dan Hard Competency) 

Program Coaching sebagai salah satu cara yang ditempuh untuk meningkatkan 

kompetensi karyawan diutamakan untuk kompetensi-kompetensi teknis melalui 

pendekatan-pendekatan belajar dan bekerja dengan dibimbing oleh atasan langsung 

karyawan yang bersangkutan. Peserta Coaching terdiri dari satu orang karyawan atau 

lebih sesuai dengan hasil identifikasi gap (kesenjangan) kompetensi yang 

membutuhkan peningkatan keterampilan dan hasilnya langsung bisa dirasakan, maka 

karyawan tersebut dimasukkan ke dalam program coaching. Adapun uraian program 

coaching setiap karyawan harus direkam/dicatat dengan baik dalam program IDP-nya 

masing-masing. 

Dalam menyusun program coaching, materi yang diberikan harus bersifat 

operasional, spesifik, dan berorientasi pada peningkatan keterampilan yang terukur 

dengan perbandingan teori dengan praktek berkisar 20:80. Selain itu, metodologi 

coaching dilakukan dengan metode pendampingan langsung Pembimbing/Pelatih 

terhadap karyawan yang akan ditingkatkan keterampilannya. 

Evaluasi hasil coaching dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: 

a. Pre test (Evaluasi awal) untuk mengetahui tingkat kesenjangan sebagai 

bahan masukan bagi pembimbing/pelatih. 

b. Mid test (Evaluation in Process) untuk mengetahui progress (perkembangan) 

pencapaian penyerapan materi dan keterampilan yang diberikan. 
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c. Post test (Evaluasi Pasca Coaching) untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

program coaching dapat diterapkan dan diimplementasikan di 

lapangan/tempat kerja dengan mengukur kembali keterampilan karyawan. 

Program Counseling merupakan salah satu program yang dimasukkan ke dalam 

program IDP karyawan yang diutamakan untuk membina sikap dan perilaku 

karyawan, baik yang disiapkan untuk promosi/mutasi jabatan maupun perilaku 

karyawan yang bertentangan dengan kaedah noramtif dan sosial. Pelaksanaan 

program counseling dikoordinasikan oleh HRD yang dalam hal ini akan 

mengumpulkan data karyawan yang diprogramkan mengikuti program counseling 

tersebut dan menghubungi atasan langsung karyawan yang bersangkutan terkait 

dengan keikutsertaan bawahannya dalam program tersebut. 

Program peningkatan kompetensi yang dilakukan melalui tiga program, yaitu 

Training, Coaching, dan Counseling yang telah dilaksanakan harus dievaluasi sesuai 

dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Dengan adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab tersebut, maka karyawan 

yang dalam hal ini adalah pihak yang diukur kompetensinya dan mengikuti program 

peningkatan kompetensi diharapkan dapat dipantau perkembangannya oleh atasan 

langsung dan HRD sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kesinambungan 

pelaksanaan program. 

3.Pendidikan Berbasis Kompetensi 

Menemukan gap (kesenjangan) kompetensi merupakan faktor yang menjadi 

perhatian utama dalam proses pengelolaan SDM berbasis kompetensi. Dengan 

diketahuinya gap kompetensi tersebut, maka akan diperoleh informasi SDM yang 

mampu untuk bekerja sesuai dengan tuntutan kompetensi jabatan dalam organisasi. 

Selain itu, faktor penting yang menjadi salah satu tujuan pengelolaan SDM berbasi 

kompetensi adalah sebagai dasar untuk menyusun program pengembangan 

kompetensi dan karir karyawan IDP dan ICP berdasarkan hasil pengukuran 

kompetensi yang dibandingkan dengan persyaratan pada kompetensi jabatan yang 

dipegangnya. Program-program peningkatan kompetensi yang dapat direncanakan 
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untuk meningkatkan kompetensi karyawan tersebut adalah dengan menyusun rencana 

prorgam training, coaching, dan atau counseling sehingga melalui program-program 

tersebut kompetensi karyawan dapat ditingkatkan sesuai dengan tuntutan kompetensi 

jabatannya. 

On The Job Training (OJT) merupakan program training yang diikuti oleh 

karyawan yang dilaksanakan langsung di tempat kerja dengan instruktur/pembimbing 

dari unit kerja tempat dilaksanakannya OJT. Tujuan dari pelaksanaan program OJT 

adalah lebih spesifik dibandingkan dengan program Class Training dan umumnya 

berkaitan dengan sifat teknisnya suatu pekerjaan sehingga diharapkan trainer yang 

akan memberikan materi training juga didatangkan dari lingkungan internal 

perusahaan. Namun demikian, apabila kondisi tidak memungkinkan dapat diambil 

kebijakan untuk mendatangkan trainer dari lingkungan eksternal perusahaaan. 

4.Sistem Karir 

Jika seorang karyawan telah dapat memenuhi kompetensi jabatannya, maka 

karyawan memiliki kesempatan untuk dapat dimasukkan ke dalam program 

pengembangan karir, misalnya melalui program promosi, mutasi, atau rotasi. Namun, 

jika ditemukan bahwa karyawan tersebut belum dapat memenuhi tuntutan kompetensi 

jabatannya sesuai meskipun telah mengikuti program-program peningkatan 

kompetensi sesuai dengan IDP-nya, maka dapat diambil kebijakan untuk melakukan 

program demosi kepada karyawan dengan tujuan untuk melatih kembali karyawan 

tersebut untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatannya. Beberapa 

kebijakan mengenai penyusunan program IDP karyawan melalui penyusunan 

program training, coaching, dan counseling akan diuraikan dengan rinci pada 

subbagian-subbagian berikut ini. 

5. Sistem Kompensasi (Remunerasi 3P) 

Pay for position bermakna bahwa gaji yang diberikan mengacu pada harga 

sebuah posisi atau jabatan. Idealnya sebuah perusahaan mesti memiliki gambaran 

mengenai harga dari setiap posisi yang dimilikinya. Harga posisi ini bersifat vertikal, 
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artinya makin tinggi sebuah posisi tentu gajinya akan makin besar. Misal gaji seorang 

manajer pasti lebih tinggi dibanding gaji seorang asisten manajer. 

Selain itu harga posisi juga bersifat horizontal. Artinya, meskipun sama-sama 

manajer, namun biasanya harga (dan gaji) manajer pemasaran lebih tinggi dibanding 

misalnya harga (gaji) manajer keuangan.Sebab berdasar konsep job value, maka 

posisi pemasaran dianggap memiliki value yang lebih tinggi dibanding posisi dalam 

bidang keuangan. 

Pay for person bermakna bahwa besaran gaji juga mesti dibedakan berdasar 

kompetensi individu yang bersangkutan. Artinya, meski memegang jabatan dan 

posisi yang sama-sama sebagai asisten manajer, namun dua orang ini bisa memiliki 

skala gaji yang berbeda tergantung pada level kompetensi yang bersangkutan. 

Seorang karyawan yang dinilai lebih kompeten idealnya memiliki level gaji yang 

lebih tinggi dibanding mereka yang agak tulalit misalnya. 

Meski demikian, pola semacam diatas mensyaratkan perusahaan untuk 

memiliki profil kompetensi yang jelas untuk setiap posisi. Dan yang tak kalah 

penting, perusahaan juga memiliki mekanisme yang sistematis dan obyektif untuk 

melakukan penilaian kompetensi secara reguler. Dua hal ini cukup kompleks untuk 

diterapkan, terutama dalam hal harus melakukan penilaian kompetensi karyawan 

secara lengkap dan reguler. Alhasil, tak banyak perusahaan yang bisa menerapkan 

konsep pay for person (competency-based pay) secara optimal. 

Elemen yang terakhir adalah pay for performance atau besaran gaji diberikan 

berdasar aspek kinerja atau hasil kerja dari karyawan. Untuk karyawan bagian sales, 

konsep ini telah diterapkan sejak lama dalam wujud insentif. Namun mestinya, aspek 

ini juga bisa diterapkan pada semua posisi. Dengan demikian, karyawan yang 

memberikan hasil kerja yang lebih optimal mendapat gaji yang lebih baik dibanding 

mereka yang bekerja. 

Namun konsep diatas mensyaratkan perusahaan untuk menerapkan sistem key 

performance indicators dalam menilai kinerja setiap karyawannya. Artinya setiap 

posisi dan karyawan idealnya memiliki key performance indicators dan target kerja 



37 
 

 
 

yang jelas dan terukur. Melalui mekanisme inilah, kemudian hasil kerja karyawan 

dapat dinilai dengan obyektif. Dan hasil penilaiannya lantas digunakan sebagai acuan 

dalam menentukan gaji yang harus diterima. 

3P merupakan pilihan yang mungkin mesti dicermati manakala sebuah 

perusahaan hendak memberikan gaji yang fair dan kompetitif kepada segenap 

karyawannya. Intinya sih memang bagaimana perusahaan bisa memberikan gaji yang 

fair dan kompetitif. Sebab jika perusahaan hanya memberikan gaji yang pas-pasan 

mereka tidak akan bersemangat untuk bekerja. 

 

 


